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Abstract. The digital transformation of public sector financial governance has become a strategic imperative
globally, particularly in enhancing transparency, accountability, and efficiency in the management of state
resources. This study examines the implementation of a blockchain-based real-time audit framework to support
institutional reform and the adoption of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) in Indonesia,
with a focus on identifying implementation barriers and necessary mitigation strategies to achieve more
transparent and accountable public financial governance. A mixed-methods approach was employed, integrating
an analysis of existing blockchain audit frameworks with case study implementation challenges in Indonesia
through a systematic literature review of Scopus and SINTA publications, qualitative analysis of stakeholder
perspectives, and an evaluation of regulatory frameworks. The findings reveal three primary challenges:
inadequate IPSAS adoption readiness reflected by 60% of regional government officials lacking understanding
of accrual principles and 40% of regional financial reports containing material errors; technical-regulatory
blockchain barriers including 70% of government institutions using incompatible centralised database systems
and 45% of blockchain nodes vulnerable to 51% consensus attacks; and systemic institutional reform weaknesses
characterised by low public participation in budget oversight (25/100 according to OBS 2023) and stagnant
Indonesia Corruption Perception Index (34/100). The study recommends a holistic approach that integrates
human resource capacity building, regulatory harmonisation, and digital infrastructure strengthening, including
a 5-7% allocation from the APBN for IPSAS-based accounting training and the development of a blockchain
interoperability framework.
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Abstrak. Transformasi digital tata kelola keuangan sektor publik telah menjadi imperatif strategis global,
khususnya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya negara.
Penelitian ini menganalisis implementasi kerangka audit real-time berbasis blockchain untuk mendukung
reformasi kelembagaan dan adopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) di Indonesia,
dengan fokus pada identifikasi hambatan implementasi dan strategi mitigasi yang diperlukan untuk mewujudkan
tata kelola keuangan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan metode campuran digunakan dengan
mengintegrasikan analisis kerangka audit blockchain yang sudah ada dengan studi kasus tantangan implementasi
di Indonesia melalui systematic literature review publikasi Scopus dan SINTA, analisis kualitatif perspektif
stakeholder, dan evaluasi kerangka regulatori. Temuan mengungkap tiga tantangan utama: ketidaksiapan adopsi
IPSAS yang tercermin dari 60% aparatur pemerintah daerah tidak memahami prinsip akrual dan 40% laporan
keuangan daerah mengandung kesalahan material; hambatan teknis-regulasi blockchain meliputi 70% instansi
pemerintah menggunakan sistem database terpusat yang tidak kompatibel dan 45% node blockchain rentan
terhadap serangan 51% consensus; serta kelemahan sistemik reformasi kelembagaan yang ditandai rendahnya
partisipasi publik dalam pengawasan anggaran (25/100 menurut OBS 2023) dan stagnansi Indeks Persepsi
Korupsi Indonesia (34/100). Penelitian merekomendasikan pendekatan holistik yang mengintegrasikan
peningkatan kapasitas SDM, harmonisasi regulasi, dan penguatan infrastruktur digital, termasuk alokasi 5-7%
APBN untuk pelatihan akuntansi berbasis IPSAS dan pengembangan blockchain interoperability framework.

Kata Kunci: Teknologi Blockchain, Audit Real-Time, IPSAS, Akuntansi Sektor Publik, Reformasi Kelembagaan

1. PENDAHULUAN
Transformasi digital dalam tata kelola keuangan sektor publik telah menjadi imperatif
strategis global, khususnya dalam konteks peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan

efisiensi pengelolaan sumber daya negara. Teknologi blockchain dengan karakteristik
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desentralisasi, immutabilitas, dan kemampuan pelacakan yang komprehensif menawarkan
solusi inovatif untuk mengatasi tantangan audit tradisional dalam sektor publik. Penelitian
ini menganalisis implementasi kerangka audit real-time berbasis blockchain untuk
mendukung reformasi kelembagaan dan adopsi International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS) di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi hambatan implementasi dan
strategi mitigasi yang diperlukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan publik yang lebih
transparan dan akuntabel.

Reformasi tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia menghadapi kompleksitas
multidimensional yang memerlukan pendekatan sistematis dan inovatif. Implementasi
IPSAS sebagai standar akuntansi sektor publik internasional di Indonesia telah berlangsung
sejak tahun 2010, namun proses adopsi menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis
(Lilhag & Salehudin, 2024). Evaluasi kebijakan adopsi IPSAS menunjukkan bahwa tahap
perumusan dan evaluasi yang tidak didasarkan pada prinsip empirisme telah menyebabkan
berbagai hambatan dalam proses implementasi dan menimbulkan konsekuensi negatif bagi
masyarakat (Sari, 2024). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sistem audit tradisional
yang rentan terhadap manipulasi data dan kurangnya transparansi dalam proses audit
keuangan publik.

Reformasi kelembagaan pemerintah Indonesia memerlukan tiga elemen strategis,
yaitu struktur organisasi yang adaptif dan berbasis isu, tata kelola yang inklusif dan berbasis
teknologi informasi komunikasi, serta budaya dan manajemen sumber daya manusia yang
kreatif dan sistemik (HUMAS MENPANRB, 2020). Implementasi teknologi blockchain
dalam sistem audit dapat mendukung pencapaian elemen-elemen reformasi tersebut melalui
peningkatan transparansi, automatisasi proses, dan pengurangan risiko kesalahan manual.
Teknologi Blockchain menyediakan kemampuan untuk mencatat dan memverifikasi
transaksi secara real time, memberikan peluang untuk kemampuan audit berkelanjutan yang
dapat mengintegrasikan proses audit dengan operasional sehari-hari (Zhang et al., 2025).

Sistem audit tradisional dalam sektor publik Indonesia menghadapi tantangan
signifikan terkait vulnerabilitas terhadap serangan siber, manipulasi data, dan keterbatasan
dalam pelacakan jejak audit (Ahmad et al., 2018). Audit data tradisional dilakukan melalui
layanan audit pihak ketiga; namun, layanan ini mahal dan terkadang tidak dapat dipercaya
(Ahmad et al., 2019). Implementasi sistem pelaporan di sektor publik Indonesia,
sebagaimana terlihat dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien, menunjukkan

adanya underreporting yang konsisten dan keterbatasan dalam transparansi pelaporan
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(Dhamanti et al., 2019). Kondisi ini mengindikasikan perlunya transformasi fundamental
dalam mekanisme audit dan pelaporan sektor publik.

Implementasi tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia menghadapi tantangan
multidimensi yang tercermin dalam berbagai studi. Pertama, adopsi International Public
Sector Accounting Standards (IPSAS) mengalami hambatan struktural akibat ketidaksiapan
sumber daya manusia dan infrastruktur akuntansi. Analisis kebijakan adopsi IPSAS
menunjukkan bahwa tahap perumusan kebijakan tidak didasarkan pada prinsip empirisme,
sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam implementasi. Misalnya, penerapan basis
akrual sebagai bagian dari IPSAS tidak berdampak signifikan pada peningkatan transparansi
laporan keuangan pemerintah daerah, bahkan cenderung memicu kompleksitas alokasi
anggaran yang tidak efisien. Hal ini diperparah oleh rendahnya kapasitas aparatur dalam
memahami standar akuntansi internasional, yang berujung pada ketidakakuratan pelaporan
(Sari, 2024).

Kedua, sistem audit tradisional di Indonesia dinilai rentan terhadap manipulasi data
dan kurangnya transparansi. Studi Wibowo & Christian (2021) mengungkapkan bahwa
integritas data audit sering terancam karena ketergantungan pada database konvensional
yang mudah dimanipulasi. Masalah ini semakin kritis mengingat 60% dana APBN dikelola
daerah, tetapi kapasitas daya serap anggaran daerah hanya mencapai 40% akibat lemahnya
perencanaan dan prosedur pengadaan. Overlapping kewenangan antarlembaga audit, seperti
BPK, BPKP, dan inspektorat daerah, juga menyebabkan inefisiensi pengawasan. Selain itu,
sistem pelaporan keuangan pemerintah masih menghadapi masalah underreporting, seperti
terlihat dalam kasus pelaporan insiden keselamatan pasien yang hanya mencapai 30% dari
estimasi aktual (Hasthoro & Sunardi, 2016).

Ketiga, implementasi teknologi blockchain untuk audit real-time menghadapi
tantangan teknis dan regulasi. Meskipun blockchain menawarkan immutabilitas dan
transparansi, adopsinya di sektor publik terhambat oleh ketiadaan kerangka hukum yang
jelas, risiko serangan siber (seperti 51% consensus attack), dan ketidaksiapan infrastruktur
T1 (Wibowo & Christian, 2021). Studi Pratiwi (2022) menekankan bahwa konversi data dari
sistem tradisional ke blockchain memerlukan validasi integritas data historis, yang sering
kali tidak terpenuhi akibat praktik pencatatan manual yang tidak terstandar. Di sisi lain,
biaya implementasi blockchain untuk skala nasional diperkirakan mencapai 2-3 kali lipat
anggaran TI pemerintah, menimbulkan pertanyaan tentang feasibilitas ekonomi.

Keempat, reformasi kelembagaan belum sepenuhnya mendukung tata kelola

keuangan yang inklusif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan publik masih
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rendah (rata-rata 25% berdasarkan survei di 50 daerah), dan transparansi informasi anggaran
sering terbatas pada level makro tanpa detil program. Selain itu, intervensi politik dari
DPR/DPRD dalam alokasi anggaran menyebabkan distorsi prioritas, seperti pengalokasian
dana aspirasi yang mencapai 15-20% APBD tanpa dasar perencanaan strategis. Kondisi ini
diperburuk oleh budaya korupsi yang masih tinggi, dengan Indeks Persepsi Korupsi
Indonesia stagnan di angka 34/100 (Transparency International, 2023) (Sari, 2024).

Temuan ini menggarisbawahi urgensi integrasi pendekatan teknologi, regulasi, dan
peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mencapai tata kelola keuangan publik yang
akuntabel dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu tentang aplikasi blockchain dalam audit telah menunjukkan
potensi signifikan teknologi ini untuk meningkatkan keamanan dan transparansi proses
audit. BlockAudit system telah terbukti dapat menyediakan sistem audit yang scalable dan
tamper-proof dengan memanfaatkan properti desain audit logs dan jaminan keamanan
blockchain. Namun, penelitian yang ada terutama difokuskan pada aplikasi dasar teknologi
blockchain, dengan analisis terbatas pada persyaratan platform seluler dan integrasi
komprehensif blockchain dengan mekanisme pelacakan informasi audit (Liu, 2025).

Systematic literature synthesis menunjukkan bahwa teknologi buku besar terdistribusi
meningkatkan efektivitas audit melalui otentikasi transaksi otomatis dan machine learning-
powered anomaly detection algorithms. Bukti empiris dari implementasi kantor akuntan Big
Four menunjukkan pengurangan waktu hingga 90% dalam protokol rekonsiliasi melalui
penggunaan teknologi blockchain. Meskipun demikian, risiko teknis yang terus-menerus
masih ada, terutama kerentanan konsensus 51%, eksposur kontrak yang dapat dijalankan
sendiri, dan kendala throughput dalam arsitektur terdesentralisasi (Zhang et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, analisis kebijakan adopsi IPSAS menunjukkan bahwa
controversy among accounting academics terkait reformasi administrasi keuangan negara
melalui adopsi IPSAS mengindikasikan perlunya kajian yang komprehensif dan evaluatif
(Sari, 2024). Penerapan IPSAS-SRS (International Public Sector Accounting Standards —
Social Reporting Standards) telah mulai diimplementasikan oleh Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah untuk memastikan pelaporan sesuai
dengan standar internasional (CESGS Unair, 2025). Namun, gaps remain dalam integrasi
teknologi blockchain dengan framework IPSAS dan proses reformasi kelembagaan secara
holistik.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan kerangka konseptual dan implementasi audit

real-time berbasis blockchain yang terintegrasi dengan requirements IPSAS dan proses
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reformasi kelembagaan di Indonesia. Kontribusi utama penelitian meliputi: pertama,
pengembangan arsitektur sistem audit real-time yang memanfaatkan karakteristik
immutability dan transparency blockchain untuk mendukung compliance terhadap standar
IPSAS; kedua, identifikasi dan analisis hambatan implementasi blockchain dalam konteks
struktural dan regulatori Indonesia; ketiga, formulasi strategi mitigasi yang komprehensif
untuk mengatasi challenges dalam adopsi teknologi blockchain di sektor publik Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literature tentang
digital transformation dalam public sector accounting dengan fokus pada emerging
economies context. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menyediakan roadmap
implementasi yang applicable bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Smart
Institution yang karakteristiknya mencakup strategi organisasi yang cerdas, inovatif, dan
adaptif (HUMAS MENPANRB, 2020). Framework yang dikembangkan juga diharapkan
dapat mendukung pencapaian tujuan transparansi laporan keuangan dan peningkatan
kualitas pengelolaan keuangan publik sesuai dengan mandate IPSASB (CESGS Unair,
2025).

Penelitian ini mengadopsi mixed-method approach yang mengkombinasikan analisis
kerangka audit blockchain yang ada dengan studi kasus tantangan implementasi di
Indonesia. Systematic literature review terhadap publikasi dalam database Scopus dan
SINTA akan dilakukan untuk mengidentifikasi best practices dan lessons learned dari
implementasi serupa di negara-negara lain. Selanjutnya, qualitative analysis terhadap
stakeholder perspectives dan regulatory framework di Indonesia akan memberikan insights
mendalam tentang context-specific challenges dan opportunities.

Transformasi audit real-time berbasis blockchain dalam sektor publik Indonesia
memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek teknologi, regulasi, dan
kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam
mewujudkan tata kelola keuangan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien
melalui pemanfaatan teknologi blockchain yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan

spesifik Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS
2.1. Teori Isomorfisme Institusional
Teori isomorfisme institusional dari Dimaggio & Powell (2004) menjelaskan
bagaimana organisasi mengadopsi struktur atau praktik serupa akibat tekanan koersif,

normatif, dan mimetik. Dalam konteks adopsi IPSAS di Indonesia, tekanan koersif terlihat
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dari dorongan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk meningkatkan
transparansi keuangan publik (Rincon-Soto & Gomez Villegas, 2021). Sementara itu,
tekanan mimetik tercermin dari upaya pemerintah meniru negara lain (misalnya Malaysia
dan Filipina) yang telah sukses mengadopsi IPSAS (Harun et al., 2020). Adapun tekanan
normatif berasal dari profesional akuntansi yang mendorong harmonisasi standar melalui
pendidikan dan sertifikasi (Oulasvirta, 2014). Studi kasus di Kementerian Keuangan
Indonesia menunjukkan bahwa tekanan ini menciptakan "dekoupling" antara kebijakan
formal dan implementasi riil akibat keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur (Harun et
al., 2020). Teori ini telah diuji dalam reformasi sektor publik di 23 negara berkembang,
termasuk Indonesia, dengan hasil yang konsisten terhadap pola adopsi standar akuntansi
internasional (Rincén-Soto & Gomez Villegas, 2021).
2.2. Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) vyang dikembangkan Davis (1989)
menganalisis penerimaan teknologi berdasarkan persepsi manfaat (perceived usefulness)
dan kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Dalam konteks adopsi blockchain
untuk audit real-time di Indonesia, studi sistematis terhadap 39 literatur Scopus (2019-2023)
mengonfirmasi bahwa persepsi manfaat (seperti pencegahan korupsi dan efisiensi biaya
audit) menjadi faktor dominan dalam penerimaan teknologi ini. Namun, hambatan utama
terletak pada persepsi kompleksitas teknis akibat kurangnya kompetensi TI di instansi
pemerintah (Grover et al., 2019). Implementasi TAM dalam proyek percontohan sistem
blockchain di Kementerian PAN-RB (2023) menunjukkan bahwa pelatihan intensif
mengurangi resistensi pengguna sebesar 40%, memperkuat validitas model ini dalam
konteks birokrasi Indonesia. Temuan ini sejalan dengan aplikasi TAM di 15 negara Asia
Tenggara untuk adopsi teknologi sektor public (Grover et al., 2019).

2.3 Teori Difusi Inovasi

Teori Difusi Inovasi Rogers (1995) mengidentifikasi lima tahap adopsi inovasi:
pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi (Miller, 2014). Pada
konteks blockchain untuk tata kelola keuangan publik, studi difusi di 72 negara (Grover et
al., 2022) mengklasifikasikan Indonesia pada tahap persuasi, di mana pemerintah masih
mengevaluasi feasibilitas ekonomi dan regulasi. Faktor kompatibilitas menjadi kendala
utama akibat ketidakselarasan antara fitur blockchain (desentralisasi) dengan struktur
birokrasi sentralistik Indonesia. Namun, kasus sukses implementasi sistem blockchain
terbatas di DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) menunjukkan bahwa jejaring advokat

inovasi (change agents) berperan kritis dalam mempercepat adopsi (Grover et al., 2019).
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Teori ini telah diimplementasikan dalam reformasi e-government di 12 negara ASEAN,
dengan hasil bahwa kecepatan adopsi bergantung pada dukungan politik dan infrastruktur

digital.

. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed-method approach)
yang mengintegrasikan analisis kerangka audit blockchain yang sudah ada dengan studi
kasus tantangan implementasi di Indonesia (Santoso et al., 2022). Desain penelitian
dirancang untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan multidimensional dalam
implementasi kerangka audit real-time berbasis blockchain untuk mendukung adopsi
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan reformasi kelembagaan di
sektor publik Indonesia. Penelitian dilakukan melalui tiga tahap utama: pertama, systematic
literature review untuk mengidentifikasi best practices dan lessons learned dari
implementasi serupa di negara-negara lain; kedua, analisis kualitatif terhadap perspektif
stakeholder dan kerangka regulatori di Indonesia; dan ketiga, evaluasi empiris terhadap
tantangan teknis dan kelembagaan dalam konteks spesifik Indonesia. Kerangka teoretis
penelitian dibangun berdasarkan integrasi Teori Isomorfisme Institusional (DiMaggio &
Powell), Technology Acceptance Model (TAM), dan Teori Difusi Inovasi (Rogers) untuk
memberikan perspektif holistik dalam memahami hambatan struktural, teknis, dan
kelembagaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui systematic literature review terhadap publikasi
dalam database Scopus dan SINTA 1-3, serta analisis laporan organisasi resmi dan media
terverifikasi untuk periode 2019-2024. Kriteria inklusi literatur meliputi publikasi yang
membahas implementasi blockchain dalam audit sektor publik, adopsi IPSAS di negara
berkembang, dan reformasi kelembagaan pemerintahan dengan fokus pada konteks Asia
Tenggara dan Indonesia. Data kualitatif dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan,
laporan audit BPK, BPKP, dan inspektorat daerah, serta evaluasi implementasi sistem
blockchain di instansi pilot seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Kementerian
PAN-RB. Analisis data dilakukan menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi
temuan dari berbagai sumber, dengan fokus pada identifikasi pola hambatan implementasi,
evaluasi efektivitas solusi yang telah diterapkan, dan formulasi strategi mitigasi yang
komprehensif sesuai dengan konteks kelembagaan Indonesia. Validitas internal diperkuat

melalui cross-verification antara temuan literatur internasional dengan data empiris dari
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kasus Indonesia, sementara reliabilitas dijamin melalui penggunaan multiple sources dan

systematic approach dalam pengumpulan serta analisis data.

4. PEMBAHASAN

Implementasi kerangka audit real-time berbasis blockchain dalam tata kelola
keuangan sektor publik di Indonesia menghadapi tantangan multidimensional yang
tercermin dalam temuan penelitian berbasis Scopus, SINTA 1-3, serta laporan organisasi
resmi dan media terverifikasi. Analisis literatur dan data empiris mengungkap tiga masalah
utama: ketidaksiapan infrastruktur IPSAS, hambatan teknis-regulasi blockchain, dan
kelemahan sistemik dalam reformasi kelembagaan.

Pertama, adopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) di
Indonesia terhambat oleh ketidaksiapan sumber daya manusia dan ketidakselarasan regulasi.
Studi oleh Harun et al., (2020) mengidentifikasi bahwa 60% aparatur pemerintah daerah
tidak memahami prinsip akrual IPSAS, sehingga laporan keuangan cenderung tidak akurat
dan tidak memenuhi standar transparansi global. Studi oleh Kartiko et al., (2018)
menunjukkan bahwa indeks adopsi IPSAS berbasis akrual hanya mencapai 34/100 akibat
kurangnya pelatihan teknis dan dukungan teknologi informasi. Lebih lanjut, laporan BPK
(2023) mengonfirmasi bahwa 40% laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)
mengandung kesalahan material dalam pengakuan aset dan liabilitas, yang bertentangan
dengan prinsip IPSAS (BKN, 2022). Problematika ini diperparah oleh ketiadaan kerangka
hukum yang mengikat sebanyak 15 dari 34 provinsi belum memiliki peraturan daerah yang
mengadopsi standar akrual IPSAS secara penuh (FITRA, 2024).

Kedua, implementasi teknologi blockchain untuk audit real-time terkendala oleh
infrastruktur T1 yang terfragmentasi dan risiko keamanan siber. Penelitian oleh Pratiwi,
(2022) menemukan bahwa 70% instansi pemerintah masih menggunakan sistem database
terpusat yang tidak kompatibel dengan arsitektur blockchain, sehingga menghambat
integrasi data real-time. Contoh nyata terlihat dalam proyek percontohan Kementerian
PAN-RB (2023), di mana validasi data historis memerlukan waktu 6-12 bulan akibat
ketidakcocokan format antara sistem lama dan blockchain (Iskak, 2024). Di sisi lain, studi
Pratiwi (2022) mengingatkan bahwa 45% node blockchain di sektor publik rentan terhadap
serangan 51% consensus akibat desentralisasi yang tidak sempurna. Laporan BSSN (2024)
memperkuat temuan ini dengan mengungkap 1.256 insiden kebocoran data keuangan
pemerintah sepanjang 2023, 30% di antaranya berasal dari sistem berbasis cloud yang

rentan.
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Ketiga, reformasi kelembagaan belum mampu menciptakan tata kelola yang inklusif
dan responsif. Data Open Budget Survey (OBS) 2023 menunjukkan bahwa indeks
partisipasi publik dalam penganggaran hanya 25/100, jauh di bawah Filipina (75/100) dan
Vietnam (82/100) (FITRA, 2024). Rendahnya keterlibatan masyarakat ini berbanding lurus
dengan lemahnya pengawasan anggaran BPK mencatat bahwa 55% rekomendasi audit tidak
ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam periode 2020-2023. Di tingkat makro, Indeks
Persepsi Korupsi Indonesia stagnan di skor 34/100 (Transparency International, 2023),
mencerminkan kegagalan sistem audit konvensional dalam mencegah penyalahgunaan
anggaran (FITRA, 2024). Padahal, studi kasus di DJBC (2022) membuktikan bahwa
implementasi blockchain mengurangi fraud pengadaan barang hingga 40% melalui
pelacakan transaksi yang terdesentralisasi (Pratiwi, 2022).

Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik yang mengintegrasikan
peningkatan kapasitas SDM, harmonisasi regulasi, dan penguatan infrastruktur digital.
Rekomendasi kebijakan dari FITRA (2024) menekankan pentingnya alokasi 5-7% APBN
untuk pelatihan akuntansi berbasis IPSAS dan pengembangan blockchain interoperability
framework. Selain itu, kolaborasi antara BPK, Kemenkeu, dan Kominfo diperlukan untuk
menyusun standar audit real-time yang selaras dengan prinsip tata kelola elektronik (e-
governance) dan perlindungan data publik. Tanpa intervensi strategis ini, target Indonesia
untuk mencapai full accrual IPSAS adoption pada 2025 dan pengurangan korupsi sektor
publik sebesar 50% pada 2030 akan sultercapai.

. DISKUSI

Temuan empiris dalam pembahasan mengungkap kompleksitas implementasi
kerangka audit berbasis blockchain di Indonesia, yang dapat dikaji lebih mendalam melalui
lensa Teori Isomorfisme Institusional, Technology Acceptance Model (TAM), dan Teori
Difusi Inovasi. Integrasi ketiga kerangka teoretis ini memberikan perspektif holistik untuk
memahami hambatan struktural, teknis, dan kelembagaan yang dihadapi dalam reformasi
tata kelola keuangan sektor publik.

Teori isomorfisme institusional (DiMaggio & Powell, 1983) menjelaskan tekanan
koersif, mimetik, dan normatif yang mendorong homogenisasi praktik organisasi. Dalam
konteks adopsi IPSAS, tekanan koersif terlihat dari mandat IMF dan Bank Dunia untuk
meningkatkan transparansi keuangan publik, sementara tekanan mimetik tercermin dari
upaya Indonesia meniru Malaysia dan Filipina yang telah sukses mengadopsi standar ini.

Namun, implementasi IPSAS di Indonesia mengalami dekoupling antara kebijakan formal
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dan praktik riil akibat ketidaksiapan SDM dan infrastruktur. Sebanyak 60% aparatur
pemerintah daerah tidak memahami prinsip akrual IPSAS1, dan 40% laporan keuangan
pemerintah daerah (LKPD) mengandung kesalahan materiall. Fenomena ini sesuai dengan
kritik teori isomorfisme bahwa tekanan eksternal seringkali menghasilkan kepatuhan
simbolis tanpa substansi. Studi Kartiko (2018) mengonfirmasi bahwa indeks adopsi IPSAS
hanya 34/100, mengindikasikan lemahnya internalisasi standar akibat minimnya pelatihan
dan dukungan teknologi.

Menurut TAM (Davis, 1989), adopsi teknologi bergantung pada persepsi manfaat
(perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Dalam konteks
blockchain, studi oleh Pratiwi (2022) menunjukkan bahwa 70% instansi pemerintah
menganggap blockchain bermanfaat untuk mencegah korupsi dan meningkatkan
akuntabilitas. Namun, persepsi kompleksitas teknis menjadi penghambat utama: 45% node
blockchain rentan serangan 51% consensus akibat desentralisasi tidak sempurnal, dan 70%
sistem database pemerintah tidak kompatibel dengan arsitektur blockchain. Temuan ini
sejalan dengan analisis TAM dalam proyek percontohan Kementerian PAN-RB (2023), di
mana pelatihan intensif mengurangi resistensi pengguna sebesar 40%. Hal ini menguatkan
argumen TAM bahwa peningkatan kompetensi teknis dapat memperbaiki perceived ease of
use, meskipun biaya implementasi blockchain skala nasional (2-3x anggaran T1 pemerintah)
tetap menjadi tantangan feasibilitas ekonomi.

Berdasarkan teori difusi inovasi Rogers (1995), Indonesia berada pada tahap persuasi
dalam adopsi blockchain, di mana pemerintah masih mengevaluasi kelayakan teknologi ini.
Faktor kompatibilitas menjadi kendala utama karena desentralisasi blockchain bertentangan
dengan struktur birokrasi sentralistik Indonesia. Namun, kasus sukses di DJBC (2022)
menunjukkan peran kritis change agents (jejaring advokat inovasi) dalam mempercepat
adopsil. Studi Grover et al. (2022) pada 72 negara mengklasifikasikan Indonesia sebagai
late majority, di mana adopsi inovasi memerlukan dukungan politik dan infrastruktur digital
yang memadai. Rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan anggaran (25/100 menurut
OBS 2023)1 memperparah hambatan difusi, karena partisipasi masyarakat merupakan
faktor kunci dalam membangun ekosistem audit yang transparan.

Integrasi ketiga teori ini mengungkap kebutuhan pendekatan multidimensi:

« Isomorfisme normatif: Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi IPSAS
dan sertifikasi blockchain.
e Modifikasi TAM: Pengembangan blockchain interoperability framework untuk

meningkatkan kompatibilitas sistem dan mengurangi persepsi kompleksitas.
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o Strategi difusi inovatif: Kolaborasi dengan change agents (contoh: akademisi, LSM
anti-korupsi) untuk membangun kesadaran kolektif tentang manfaat blockchain.

Studi kasus di DJBC (2022) membuktikan bahwa kombinasi pelatihan, harmonisasi
regulasi, dan advokasi oleh change agents mampu mengurangi fraud pengadaan barang
hingga 40%1. Rekomendasi FITRA (2024) tentang alokasi 5-7% APBN untuk
pengembangan infrastruktur blockchainl perlu diintegrasikan dengan kebijakan
desentralisasi kewenangan audit untuk memitigasi risiko overlapping antara BPK, BPKP,
dan inspektorat daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan data kualitatif tentang persepsi
stakeholders terhadap blockchain. Studi masa depan perlu menguji model terintegrasi
(isomorfisme + TAM + difusi inovasi) secara kuantitatif menggunakan analisis structural
equation modeling (SEM). Selain itu, eksplorasi penerapan hybrid blockchain (gabungan
public dan private chain) untuk sektor publik dapat menjadi solusi atas dilema antara
transparansi dan keamanan data. Dengan memadukan perspektif teoretis dan temuan
empiris, diskusi ini menyoroti urgensi transformasi kelembagaan yang selaras dengan

dinamika teknologi dan tuntutan global atas akuntabilitas sektor publik.

. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini
mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam implementasi kerangka audit real-time
berbasis blockchain untuk tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia. Pertama,
ketidaksiapan adopsi IPSAS yang tercermin dari rendahnya pemahaman aparatur
pemerintah daerah (60% tidak memahami prinsip akrual) dan tingginya kesalahan material
dalam laporan keuangan (40% LKPD mengandung kesalahan). Kedua, hambatan teknis-
regulasi blockchain yang meliputi ketidakcocokan infrastruktur Tl (70% instansi
menggunakan sistem database terpusat yang tidak kompatibel), kerentanan keamanan siber
(45% node rentan serangan 51% consensus), dan ketiadaan kerangka hukum yang mengikat
di 15 dari 34 provinsi. Ketiga, kelemahan sistemik reformasi kelembagaan yang ditandai
oleh rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan anggaran (25/100 menurut OBS 2023),
stagnansi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (34/100), dan lemahnya tindak lanjut
rekomendasi audit (55% tidak ditindaklanjuti)1l. Temuan ini dikuatkan oleh sintesis teori
isomorfisme institusional, TAM, dan difusi inovasi yang menunjukkan bahwa Indonesia
berada pada tahap persuasi dalam adopsi blockchain dengan dekoupling antara kebijakan

formal dan implementasi rii.
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Implikasi praktis penelitian ini mengarahkan pada perlunya pendekatan holistik yang
mengintegrasikan peningkatan kapasitas SDM, harmonisasi regulasi, dan penguatan
infrastruktur digital. Rekomendasi strategis meliputi alokasi 5-7% APBN untuk pelatihan
akuntansi berbasis IPSAS dan pengembangan blockchain interoperability framework, serta
kolaborasi tripartit antara BPK, Kemenkeu, dan Kominfo untuk menyusun standar audit
real-time yang selaras dengan prinsip e-governance. Kasus sukses implementasi terbatas di
DJBC yang berhasil mengurangi fraud pengadaan hingga 40% memberikan bukti empiris
tentang potensi teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Penelitian masa depan perlu mengeksplorasi model terintegrasi menggunakan structural
equation modeling (SEM) dan penerapan hybrid blockchain untuk mengatasi dilema antara
transparansi dan keamanan data. Tanpa intervensi strategis yang komprehensif, target
Indonesia untuk mencapai full accrual IPSAS adoption pada 2025 dan pengurangan korupsi
sektor publik sebesar 50% pada 2030 akan sulit tercapai, yang pada akhirnya menghambat
pencapaian tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan

standar internasional.
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